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Abstrak. 

Tulisan ini menganalisis alasan India tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi 

Nuklir. Bahkan sebelum Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dibuka untuk ditandatangani 

di tahun 1968, India telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan menandatangani perjanjian 

itu. India menyatakan penolakannya secara universal, pada dasarnya juga mengajak negara-

negara lain untuk menolaknya dengan cara yang sama. Namun, India tidak secara aktif 

merekrut negara lain untuk menentang perjanjian tersebut. Akhirnya, membuat India menjadi 

salah satu negara yang tidak meratifikasi NPT.1 

Kata kunci: Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT), India, Senjata Nuklir, Amerika Serikat, 

Diskriminasi 

 

 

1 Tovish, A. (2010). India and the NPT. Strategic Analysis, 34(2), 272 –273. 



Pendahuluan 

Saat ini, teknologi nuklir digunakan untuk menghasilkan listrik serta senjata.Nuklir 

menjadi salah satu faktor, terutama dalam senjata yang kepemilikan dan penggunaannya sering 

memicu diskusi tentang keprihatinan internasional. Kemungkinan menggunakan kemampuan 

nuklir sebagai senjata dengan hulu ledak yang sangat tinggi menimbulkan diskusi dan 

kekhawatiran nuklir. Radiasi yang ditimbulkan oleh ledakan senjata nuklir itu sendiri terbilang 

kuat dan efeknya berlangsung selama puluhan tahun. Namun demikian, banyak negara masih 

menginginkan akses ke senjata nuklir. Memiliki akses ke senjata nuklir dalam konteks politik 

internasional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap status dunia. Selain itu, 

menggambarkan kekuatan bangsa. 

Hal tersebut yang membuat banyak negara ingin mempunyai senjata nuklir, salah 

satunya dilakukan oleh India. Sebelum berakhirnya Perang Dunia II, India adalah salah satu 

negara yang telah mengerjakan senjata nuklir. Ada tiga hal yang memengaruhi negara dalam 

pengembangan senjata nuklir pasca Perang Dunia II. Pertama, sebagai garda terdepan 

pertahanan bangsa. Kedua, yaitu menunjukkan bakat dalam hal keterampilan teknologi dan 

kemajuan ilmiah. Ketiga, penggunaan tenaga nuklir membantu reputasi bangsa. Di India, 

teknologi nuklir sedang dikembangkan untuk melindungi kepentingan sipil bangsa. Penelitian 

dan pengembangan nuklir awal di India dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan 

menghasilkan sumber energi alternatif untuk negara tersebut. Bahkan India menekankan 

penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. 

Operation Smiling Buddha pada Mei 1974 yang dilakukan India merupakan puncak 

awal pengembangan program nuklir India dan telah mengguncang dunia saat itu. Uji coba 

tersebut menunjukkan bahwa teknologi nuklir spesifik non-senjata tertentu dapat dengan 

mudah diubah menjadi pengembangan senjata. Seperti namanya, persiapan uji coba senjata 

nuklir tidak pernah mengarah pada perang nuklir. Upaya India untuk mencapai tenaga nuklir 

telah mengalami banyak pasang surut karena faktor internal dan eksternal. Ujicoba tersebut 

menimbulkan kecurigaan bahwa India akan secara berkelanjutan memproduksi senjata nuklir.  

Posisi India terhadap pengembangan nuklir di dunia internasional tidak lancar pertama 

kali. Terlepas dari sikap resmi India dalam penelitian nuklir dan program pembangunan 

dimaksudkan hanya untuk tujuan damai, India telah melakukannya menerima beberapa oposisi 

dari negara-negara kekuatan nuklir lainnya terhadap mereka perspektif senjata nuklir. Sebagai 

konsep kebijakan nuklir India dibangun dengan keterlibatan berbagai aktor dan dipengaruhi 

oleh bagaimana India memandang senjata nuklir secara berbeda dari yang lain negara tenaga 

nuklir, makalah ini akan menganalisis kebijakan nuklir India dan memahami alasan mengapa 

India menolak menandatangani NPT. 

Metode 

Berdasarkan analisis artikel ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan. 

Yang dimaksud dengan “literatur” atau “literatur review” adalah seperangkat prosedur untuk 
mengumpulkan informasi dari perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan 



penelitian. Penelitian literatur juga mengacu pada proses pengumpulan data melalui membaca 

dan menganalisis berbagai publikasi, buku, dan literatur yang relevan dengan masalah 

tersebut.Dalam hal ini, menggunakan metode ini dapat menganalisis secara umum dan rinci 

mengenai penyebab India menolak bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. 

Tujuan dilakukan menganalisis secara kualitatif penulisan ini yaitu untuk mengetahui secara 

rinci pembahasan dari judul yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, latar belakang NPT dan 

tujuan pendiriannya. Selain itu, akan dijelaskan penyebab India memulai program nuklirnya 

dan reaksi internasional terhadap program nuklir India. Dalam hal ini, penulis memakai sumber 

dari jurnal serta berbagai website yang membahas tentang penolakan India terhadap Perjanjian 

Non-Proliferasi Nuklir. 

Teori 

Ada dua landasan teori yang digunakan, yaitu Teori Kebijakan Luar Negeri dan Teori 

Kepentingan Nasional. 

1. Kebijakan Luar Negeri 

Menurut Rosenau, politik luar negeri merupakan semua sikap serta tindakan suatu 

negara dalam usahanya menguasai sebuah negara dan mendapatkan untung dari luar negara. 

Selain itu, suatu negara dapat menggunakan kebijakan luar negerinya untuk menentukan 

apakah tindakannya di dunia luar sesuai dengan kepentingannya sendiri. Menurut Rosenau, 

situasi menjadi lebih bermasalah ketika seseorang berhadapan dengan kebijakan luar negeri 

negara. Bagi negara untuk memperoleh dan mempertahankan identitas hukum, identitas sosial, 

dan identitas geografisnya, itu terdiri dari tuntutan internal dan eksternal.2 

Padelford dan Lincoln juga menyajikan pandangannya tentang fenomena ekstra-

nasional, yang mereka yakini sebagai pusat dari proses bagaimana tujuan dan nilai masing -

masing negara diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang dapat diambil untuk mencapai 

tujuan mereka dan menegakkan standar nasional mereka. Konsisten dengan pemikiran K.J. 

Holsti, bahwa kebijakan luar negeri adalah alat yang dapat digunakan suatu negara untuk 

mencapai tujuannya, mencapai tujuannya, atau mengubah arah. Menurut Holsti, untuk 

memahami mengapa suatu negara membuat kebijakan luar negerinya, kita harus melihatnya 

sebagai pembuat keputusan. Hal ini dilakukan dengan mencoba memahami mengapa negara 

melakukan upaya dan strategi melalui politik untuk mempertahankan atau mengubah keadaan.3 

Holsti memisahkan dua aspek yang mempengaruhi kebijakan luar negeri internal dan 

eksternal agar lebih memahaminya. Faktor eksternal adalah faktor yang berakar di luar negara. 

Aspek pertama yaitu desain sistem internasional dipengaruhi oleh situasi tatanan dunia 

(bipolar, unipolar atau multipolar). Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh perkembangan terkini 

dalam globalisasi, lembaga keuangan internasional, dan ekonomi global. Ketiga, kebijakan dan 

tindakan aktor lain, di mana kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh cara negara lain 

 

2 James N. Rosenau, Gavin Boyd, dan Kenneth W. Thompson, World Politics: An Introduction (New York: The Free Press, 1976), 15 -16 

3 K.J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis (New Jersey: Prentice Hall, 1992), 269  



menanggapi suatu masalah. Kategori keempat adalah kesulitan regional atau global, yaitu 

ketika masalah di satu negara dalam suatu wilayah juga mempengaruhi negara tetangga. Topik 

kelima adalah opini publik dan hukum internasional yaitu kegiatan kebijakan luar negeri yang 

mempengaruhi opini publik dan berhubungan dengan hukum internasional dan mempengaruhi 

opini publik. 

Faktor selanjutnya yang merupakan faktor internal politik luar negeri dapat dipengaruhi 

oleh situasi internal. Pertama, kondisi negara diperhitungkan saat merumuskan kebijakan untuk 

memenuhi tuntutan sosial, ekonomi, dan keamanan. Kedua, fitur topografi dan geografis suatu 

negara, khususnya lingkungan atau wilayahnya, dapat berdampak pada kebutuhan sosial dan 

hubungan dengan negara lain. Yang ketiga adalah karakteristik nasional, yang mengacu pada 

keseluruhan fitur bangsa, termasuk populasi, wilayah, struktur ekonomi, tingkat ekspansi 

ekonomi, pencapaian negara, dan keterlibatan dalam urusan internasional. Keempat, sistem 

politik dan ideologi negara berdampak pada variabel-variabel yang membentuk kebijakan luar 

negeri negara. Kelima, birokrasi, yang tampak dalam pengelolaan sistem dan prosedur politik 

negara. Keenam, masyarakat dan opini publik juga dapat menjadi aspek penting untuk 

diperhitungkan. Ketujuh, masalah etika didasarkan pada kegiatan negara untuk memajukan 

tujuan dan kepentingannya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana suatu negara mendekati 

metode atau taktik yang diperlukan untuk memajukan tujuan nasionalnya.. 

2. Kepentingan Nasional 

Kepentingan nasional biasanya digunakan dalam dua konteks yang terhubung, pertama 

untuk mencirikan, mendukung, atau mengumumkan kebijakan luar negeri yang diadopsi suatu 

negara. Kedua, ia berkembang menjadi alat analisis yang mengevaluasi dan menunjukkan 

bagaimana tindakan suatu negara di luar perbatasannya.4 

Setiap bangsa harus mempertahankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dari 

campur tangan asing, menurut Morgenthau. Hal-hal tersebut mencakup berbagai topik, seperti 

identitas teritorial atau fisik, identitas budaya, dan politik atau kedaulatan negara.5 Enam 

kategori kepentingan nasional yang berbeda kemudian dijelaskan oleh Morgenthau. Pertama 

dan terpenting, keberadaan negara dari bahaya eksternal bergantung pada perlindungan sistem 

politik, pertahanan nasional, keamanan, dan identitas. Kedua, kepentingan nasional yang 

bertujuan untuk membela warga negaranya di luar negeri disebut kepentingan sekunder. 

Ketiga, kepentingan nasional yang dikejar dengan maksud untuk menjunjung tinggi 

kepentingan nasional dalam jangka panjang disebut sebagai kepentingan tetap. Keempat, 

kepentingan suatu negara dapat berubah tergantung pada persepsi publik, iklim politik saat itu, 

dan faktor lainnya. Kelima, kepentingan publik, khususnya kepentingan nasional, yang 

mempertimbangkan variabel-variabel seperti wilayah, populasi, dan lokasi serta beberapa hal 

lainnya termasuk perdagangan, ekonomi, hukum, dan diplomasi. Keenam, beberapa perhatian 

dan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum menjadi dasar kepentingan nasional. 

 

4 Scott Burchill, The National Interest In International Relations Theory (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 26  

 



Morgenthau juga mengembangkan gagasan bahwa tindakan politik internasional setiap 

negara sehubungan dengan negara lain dimotivasi oleh kekuatan dan kepentingannya sendiri. 

Dalam pengertian ini, urusan luar negeri dan internasional suatu negara didukung sebagian oleh 

kepentingan nasionalnya. Kekuatan nasional merupakan prasyarat kekuasaan, dan kepentingan 

nasional suatu negara tidak dapat dipisahkan dari politik luar negerinya karena politik luar 

negeri berusaha untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional. 

 

Pembahasan 

Melacak NPT dan Tujuan Pendiriannya 

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) merupakan perjanjian yang ditandatangani 

pada 1 Juli 1968 di New York, Amerika Serikat oleh 43 negara dan mulai efektif dua tahun 

kemudian. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian 

Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dapat dilihat sebagai perjanjian internasional yang mengatur 

penggunaan energi nuklir yang bertanggung jawab dan, dengan persetujuan bersama, tidak 

melanggar aspek-aspek kemanusiaan sesuai dengan konsensus yang disepakati bersama, di sini 

berarti bahwa negara-negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada ketentuan 

internasional meliputi: tidak memiliki senjata nuklir sebagai senjata, tidak menggunakannya, 

tidak mengembangkannya, hal ini berlaku untuk negara-negara yang telah menandatangani 

Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir, dan sekaligus untuk negara-negara non-senjata nuklir 

(NNWS) atau sering disebut dengan tiga pilar NPT yaitu mencegah proliferasi senjata dan 

teknologi nuklir serta mendorong penggunaannya energi nuklir untuk tujuan damai dan 

mencapai perlucutan senjata universal. 

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dapat dipandang sebagai perjanjian 

internasional yang mengatur penggunaan energi nuklir secara bertanggung jawab, serta atas 

persetujuan bersama tidak melanggar aspek kemanusiaan sesuai dengan kesepakatan yang 

telah disetujui bersama. Negara yang sudah menandatangani perjanjian tersebut harus tunduk 

pada ketentuan internasional meliputi: tidak memiliki senjata nuklir serta tidak 

menggunakannya, mengembangkannya. Peraturan tersebut berlaku bagi negara yang telah 

menandatangani Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir. Dengan adanya peraturan tersebut 

mencegah proliferasi senjata dan teknologi nuklir serta mendorong penggunaannya energi 

nuklir untuk tujuan damai dan mencapai perlucutan senjata universal. 

Terdapat 189 negara berdaulat yang menjadi pihak NPT dapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu Negara Senjata Nuklir (NWS) dan Negara Senjata Non-Nuklir (NNWS). 

Perjanjian Non-Proliferasi pada dasarnya adalah komitmen negara-negara NWS untuk 

menegakkan pembatasan senjata nuklir dan komitmen negara-negara NWS untuk tidak 

mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Perjanjian itu memiliki tiga prinsip utama: 

non-proliferasi, perlucutan senjata, dan hak mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan 

damai. Ini telah mendorong semua negara, terutama Lima Besar, juga dikenal sebagai Nuclear 

Weapon States (NWS), untuk membuat Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir bekerja lebih efektif 

untuk perdamaian dunia.5 



Pada awal negosiasi, sikap berbagai kelompok negara adalah seperti ini: Negara-negara 

terbelakang dunia ketiga, lebih memilih tujuan yang dapat dicapai, berharap sebagai imbalan 

atas penolakan mereka, mereka akan dijanjikan bahwa kekuatan nuklir akan mengambil 

langkah konkret menuju perlucutan senjata nuklir dan tidak pernah mengancam untuk 

menggunakan atau menggunakan senjata nuklir. Perangkat melawan mereka dan memberi 

mereka bantuan nyata untuk mempromosikan tujuan damai energi nuklir. 

Awal Mula Perkembangan Nuklir India  

Sebuah tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Homi Bhabha, yang memahami nilai 

energi nuklir dan secara agresif membujuk para pemimpin pemerintahan untuk membelanjakan 

sumber daya dalam industri nuklir, memulai program nuklir India pada tahun-tahun sebelum 

kemerdekaan. Bhabha mendorong Nehru untuk memperkenalkan RUU Energi Atom, yang 

kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Energi Atom, pada tahun 1948. Hal ini akhirnya 

menjadi dasar pembentukan Komisi Energi Atom, yang bertugas mengarahkan dan mengawasi 

pengembangan energi nuklir India. Homi Bhabha sebelumnya mengatakan bahwa India dapat 

menjadi negara berbasis energi nuklir utama di dunia jika berhasil mengembangkan energi 

nuklirnya secara memadai selama beberapa dekade mendatang. 

Pada tahun 1962, India mengalami kekalahan dalam perang melawan Tiongkok. Hal 

tersebut berdampak pada terancamnya keamanan nasional India. Tingkok dipandang sebagai 

bahaya regional oleh India. Karena ancaman tersebut yang berfungsi sebagai dorongan utama 

bagi pembuat kebijakan India untuk meningkatkan program nuklir negara mereka. Alhasil, di 

tahun yang sama, pemerintah India mengajukan RUU Energi Atom ke Parlemen. Undang-

undang tersebut juga menampilkan uji coba nuklir pertama Tiongkok dan proposal India untuk 

menghasilkan energi nuklir untuk keperluan militer, yang akhirnya disahkan dan d iterima oleh 

parlemen dan administrasi India pada tahun 1964. Keamanan nasional kini telah berkembang 

menjadi salah satu prioritas nasional terpenting India. Karena India masih ragu dengan 

kemampuannya mengembangkan senjata nuklir, akhirnya uji coba nuklir dilakukan pada tahun 

1974 dengan nama "Ledakan Nuklir Damai" atau Operation Smiling Buddha. 

Meskipun India melakukan uji coba nuklir pada tahun 1974, program senjata nuklir 

India terhenti selama satu setengah dekade berikutnya, yaitu sekitar tahun 1988. Intelijen India 

telah memperingatkan selama sekitar satu dekade bahwa Pakistan membuat kemajuan yang 

stabil dalam program senjata nuklirnya dan komunitas internasional yang lebih luas dalam 

program senjata nuklir dan non-proliferasinya. Selain itu, ada tanda-tanda yang jelas bahwa 

Tiongkok mendukung upaya Pakistan. Upaya perlucutan senjata nuklir India juga tidak 

menghasilkan kemajuan, karena tidak ada partai politik besar yang mendukung rencana aksi 

Rajiv Gandhi. Kondisi ini tampaknya membuat politisi India percaya bahwa mereka tidak 

punya pilihan selain memulai kembali program nuklir India. 

Keputusan India untuk melakukan serangkaian uji coba kedua pada tahun 1998 dan 

menyatakan dirinya secara terbuka sebagai negara senjata nuklir lebih kompleks. Ketika 

peraturan non-proliferasi nuklir diperketat, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir diperpanjang 

tanpa batas waktu, dan CTBT (Perjanjian Pelarangan Uji Komprehensif) mengancam akan 



menghilangkan opsi nuklir India, kemudian pemerintah India berusaha untuk mengakhiri uji 

coba nuklir. Oleh karena itu, uji coba India pada tahun 1998 merupakan tanggapan atas 

kekhawatiran bahwa India akan secara permanen kalah dalam bidang nuklir, terutama China. 

Pemerintah India merilis Doktrin Nuklir India pada Agustus 1999 sebagai tanggapan 

atas uji coba nuklir kedua. Doktrin 1999 secara umum menyajikan sebuah doktrin nuklir yang 

didasarkan pada kekuatan minimum yang tidak dapat ditentukan tetapi dapat dipercaya dan 

dapat dibenarkan. Selain itu, India menegaskan kembali akan mematuhi kebijakan "No First 

Deploy" (NFU) dan tidak menggunakan senjata nuklir kepada negara-negara yang tidak 

memiliki senjata nuklir. Pemerintah India akhirnya merilis siaran pers singkat pada Januari 

2003 yang menekankan perlunya manajemen politik tenaga nuklir yang ketat dan kemudian 

diakui sebagai inti dari ideologi nuklir India. Filosofi yang dirilis oleh NSAB pada tahun 1999 

dan rilis singkat pemerintah serupa dalam banyak hal. Hanya ada beberapa tambahan, termasuk 

banyak kesepakatan baru tentang NFU dan konsep pembalasan berurutan terhadap serangan 

nuklir di India.Jika India sedang mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir jika terjadi 

serangan skala besar atau serangan senjata kimia atau biologi (CBW)6. 

India telah memusatkan strategi nuklirnya untuk mempromosikan pelucutan senjata 

nuklir daripada non-proliferasi nuklir dalam beberapa dekade terakhir. India juga akan 

menahan diri untuk tidak menyerang negara-negara tanpa senjata nuklir dengan 

persenjataannya. Pengejaran program nuklir India dapat dilihat sebagai upaya untuk 

memajukan kepentingan nasionalnya, khususnya yang berkaitan dengan keamanan nasional. 

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India terus membangun 

senjata nuklirnya sebagai bagian dari keamanan nasionalnya secara keseluruhan. Ini sebagian 

disebabkan oleh program nuklir Pakistan, yang perkembangannya dengan cepat membuat India 

sadar akan keseriusan kemungkinan ancaman di kawasan Asia Selatan. 

India terus meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan untuk melindungi 

keamanan nasionalnya secara permanen. Menurut SIPRI, anggaran pertahanan India pada 

tahun 2005–2006 kira-kira $20,52 miliar. Itu adalah $37,58 miliar pada 2008-2009 dan 

meningkat lagi menjadi sekitar $46 miliar pada 2011-2012. Anggaran tersebut mencakup 

kebutuhan angkatan bersenjata India seperti: biaya penyelenggaraan penelitian dan 

pengembangan pertahanan dan pembuatan alutsista, termasuk biaya tanah, perumahan, dan 

akomodasi militer. Tujuan peningkatan kekuatan militer India adalah untuk menegakkan 

kedaulatan, keamanan nasional dan keutuhan wilayah serta menjaga keamanan di Asia Selatan. 

Hingga November 2016, 18 pembangkit listrik tenaga nuklir kecil dan empat besar 

beroperasi di India, yang kapasitasnya mencapai 6,2 GWe. Empat reaktor besar sedang 

dibangun dan masih banyak lagi yang direncanakan. Pada 2015, pangsa energi nuklir dalam 

listrik adalah 34,6 TWh - 3,5% dari total listrik. Kebijakan pemerintah adalah bahwa hampir 

 

6 Prawihatsari, G. Y. P. N. (2017). Faktor Constraints dan Incentives dalam Kebijakan India Meratifikasi Additional Protocol IAEA. Jurnal 

Analisis Hubungan Internasional, 6(3), 60-71. 



15 GWe kapasitas tenaga nuklir akan digunakan pada tahun 2024, dan pangsa tenaga nuklir 

diharapkan menjadi 25% pada tahun 2050. 

Reaksi Internasional Terhadap Program Nuklir India 

Reaksi internasional terhadap ledakan India beragam. Negara-negara anggota Gerakan 

Non-Blok memuji terobosan teknologi India. Prancis mengirimkan pesan ucapan selamat 

kepada Komisi Energi Atom India. Namun, reaksi yang berbeda ditunjukkan negara lain, 

Amerika Serikat dan negara Barat lainnya memberlakukan sanksi dan pembatasan di bawah 

Perjanjian Non-Proliferasi. Selain itu juga ada blokade perdagangan nuklir ke India sebagai 

tanggapan AS terhadap penggunaan heavy water hasil Atoms for Peace Programme untuk uji 

coba nuklir.7 Tak hanya itu, Pemerintah Kanada, sangat terkejut dengan uji coba India pada 

Mei 1974. Plutonium yang digunakan dalam perangkat nuklir diproduksi oleh reaktor nuklir 

bantuan Kanada. Sebelumnya, para pejabat India berulang kali meyakinkan Kanada bahwa 

pemerintah tidak berniat meledakkan perangkat nuklir. Perdana Menteri Trudeau telah 

memperingatkan bahwa jika India melakukan uji coba nuklir, Kanada akan menghentikan 

semua kerja sama nuklir serta semua bantuan ekonomi. Namun, Trudeau bekerja keras untuk 

melaksanakan ancamannya. Kanada memutuskan semua kerja sama nuklir dengan India sejak 

saat itu. Pada akhir 1970-an, kemunduran serius dalam pengembangan energi nuklir India 

terlihat jelas. Dari sekian banyak faktor, penarikan kerjasama nuklir Kanada disebut-sebut 

sebagai salah satu faktor penting. India kemudian mengadopsi kebijakan kemandirian dalam 

pengembangan energi nuklir. 

Menanggapi tindakan yang telah dilakukan India, di tahun yang sama Amerika Serikat, 

Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Kanada, dan Uni Soviet mendirikan Organisasi Pemasok 

Nuklir (NSG), sebuah kelompok yang mengontrol ekspor nuklir. Bagi negara-negara yang 

tertarik dengan teknologi nuklir dan mereka yang berkepentingan dengan upaya menghentikan 

penggunaan senjata nuklir sebagai senjata pemusnah massal, keberadaan NSG sangat 

bermanfaat. Kategori ini mencakup negara-negara yang mengimpor dan mengekspor bahan 

nuklir, serta negara-negara dengan teknologi produksi nuklir yang maju. 

AS dan negara-negara barat lainnya mulai menekan India untuk meratifikasi NPT guna 

menghentikan pengembangan nuklir jangka panjangnya. India sekali lagi dipaksa oleh AS 

sekitar tahun 1990 untuk menyerahkan senjata nuklir. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan 

NPT, Amerika Serikat kemudian melakukan lobi-lobi keras kepada negara-negara lain, 

termasuk India, untuk meratifikasi CTBT. CTBT membahayakan keamanan nasional India, 

sehingga pada tanggal 20 Juni 1996, Duta Besar India Arundhati Ghose menolak 

menyetujuinya. Nyatanya, tanggapan kuat masyarakat internasional mendorong India untuk 

lebih jauh membangun persenjataan nuklirnya. Kemenangan Partai Bharatiya Janata (BJP), 

yang mendukung semua operasi nuklir India, berkontribusi pada hal ini. India melakukan lima 

uji coba nuklir secara bersamaan setelah BJP terpilih, mengejutkan Amerika Serikat dan negara 
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lain di seluruh dunia. Tekad India untuk memperoleh senjata nuklir kemudian ditandai dengan 

uji coba nuklir ini. 

Posisi India Dalam Perjanjian Non-Proliferation Treaty (NPT) 

India sebagai salah satu negara yang memiliki nuklir, memilih untuk tidak bergabung 

dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir karena India tidak ingin ada yang ikut campur 

mengenai nuklirnya Alasan India menolak untuk meratifikasi perjanjian tersebut karena 

percaya bahwa NPT bersifat eksklusif, tidak universal, dan tidak wajib bagi semua negara. 

India mengklaim bahwa NPT yang konon tidak memihak secara konsisten menegakkan semua 

larangan penggunaan senjata nuklir di setiap negara. Sebaliknya, NPT menetapkan bahwa 

hanya lima negara, yang dikenal sebagai Negara Senjata Nuklir, yang diizinkan memiliki 

senjata nuklir berdasarkan pakta (NWS). Yang lainnya disebut sebagai "negara senjata non-

nuklir" (NNWS). Fakta bahwa hanya lima negara yang diizinkan memiliki senjata nuklir 

menggambarkan hak yang tidak sama yang diberikan kepada semua negara. 

Sebagai salah satu dari sedikit negara yang tidak pernah meratifikasi Perjanjian Non-

Proliferasi Nuklir, India bersikeras bahwa ia dapat bergabung dengan NPT sebagai negara 

senjata nuklir, dengan alasan bahwa "norma atau standar yang diamanatkan secara eksternal" 

tidak dapat diakui dalam hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasionalnya atau 

melanggar kedaulatannya. Posisi India didukung oleh klaim bahwa NPT adalah satu-satunya 

contoh apartheid yang tersisa dalam sistem global karena hanya mengizinkan lima negara 

untuk memiliki senjata nuklir sementara menolak status yang sama kepada negara lain. Jika 

senjata nuklir itu buruk, seperti yang diyakini India, maka tidak ada negara yang boleh 

memilikinya. India terus menjadi pendukung setia perlucutan senjata nuklir global. Strategi 

yang diambil oleh India didasarkan pada gagasan bahwa perlucutan senjata nuklir dan non-

proliferasi harus bekerja bersama-sama daripada dilihat sebagai tujuan yang terpisah. India 

mengungkapkan ketidaksenangannya dengan lambatnya perlucutan senjata nuklir, di mana 

lima pemerintah yang berwenang memiliki senjata nuklir masih memiliki total 22.000 hulu 

ledak dan telah menunjukkan penolakan untuk mengurangi lebih lanjut persediaan mereka. 

India mengklaim bahwa dengan gagal memasukkan perlucutan senjata ke dalam perencanaan 

dan kebijakan senjata nuklir negara, PBB telah melanggar Pasal VI Piagam PBB. Menurut 

India, perlucutan senjata yang efektif harus meningkatkan keamanan semua negara, bukan 

hanya beberapa negara tertentu seperti yang dijamin oleh NPT. 

Pemerintah India percaya bahwa senjata nuklir akan tetap menjadi alat yang efektif 

dalam diplomasi internasional di masa mendatang, dan bahwa senjata nuklir dapat membentuk 

kontur politik kekuasaan. Dalam skenario ini, India memiliki keinginan kuat untuk 

mempertahankan persenjataan nuklirnya. Baru-baru ini Perjanjian nuklir sipil baru-baru ini 

antara India dan AS, juga disebut 'kesepakatan nuklir Indo-AS', telah menerima India sebagai 

negara dengan teknologi nuklir canggih - penerimaan diam-diam atas kemampuan senjatanya. 

Ini telah memberi India status khusus sebagai satu-satunya negara di luar NPT yang diizinkan 

untuk memperdagangkan teknologi dan bahan nuklir yang sensitif. Pasal 3 NPT melarang 

kesepakatan nuklir dengan negara-negara non-NPT. Pengecualian ini semakin diperkuat oleh 

Safeguards Agreement antara IAEA dan India. Kesepakatan itu memungkinkan India memiliki 



program nuklir sipil dan militer. Di bawah NPT, hanya negara senjata nuklir (negara yang 

diizinkan memiliki senjata nuklir berdasarkan Pasal 1 NPT) yang memiliki hak istimewa ini. 

Menurut India juga bahwa NPT tidak secara memadai menangani masalah perlucutan 

senjata dan non-proliferasi. India menyerukan penghapusan total senjata nuklir, dan 

berpendapat bahwa NPT tidak berbuat cukup untuk mendorong pelucutan senjata di antara 

negara-negara bersenjata nuklir. India juga menunjukkan bahwa NPT belum berhasil 

mencegah proliferasi senjata nuklir, karena beberapa negara (seperti Korea Utara dan Iran) 

telah mengejar senjata nuklir meskipun menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, 

India berpendapat bahwa fokus NPT pada non-proliferasi adalah salah arah, karena 

menempatkan beban non-proliferasi semata-mata pada negara tanpa senjata nuklir, bukan pada 

negara yang memiliki senjata nuklir. India berpendapat bahwa kepemilikan senjata nuklirlah, 

bukan ketidakhadirannya, yang merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan 

internasional. Keputusan India untuk tidak bergabung dalam NPT juga harus dilihat dalam 

konteks keputusan negara-negara yang belum menandatangani dan meratifikasi NPT. Saat ini, 

India adalah salah satu dari lima negara yang belum menandatangani atau meninggalkan NPT.8 

Untuk memahami bagaimana India akan dimasukkan dalam NPT, kita perlu 

mempertimbangkan pendekatan New Delhi terhadap perjanjian tersebut. NPT bersifat 

diskriminatif karena India memiliki ketidakseimbangan antara lima negara senjata nuklir 

perjanjian (AS, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina) dan kewajiban negara-negara non-nuklir-

klasifikasi perjanjian. New Delhi juga menganggap NPT diskriminatif karena strukturnya yang 

kaku yang menyangkal status negara senjata nuklir ke negara mana pun yang telah menguji 

senjata nuklir sejak 1968. Ini menurut definisi mengecualikan New Delhi dari kelompok 

senjata eksklusif NPT. (India melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun 1974). Namun, 

kami akan mempertimbangkan untuk bergabung dalam perjanjian hanya jika kami diizinkan 

untuk menjadi anggota. sebagai tenaga nuklir. Tentu saja, ini menimbulkan pertanyaan apakah 

New Delhi akan terus memperlakukan NPT sebagai diskriminatif jika diberi status negara 

nuklir tampaknya rendah. Mengingat keengganan rezim non-proliferasi untuk memperluas 

klub nuklir resmi karena takut mendorong kandidat nuklir lainnya. 

India juga tidak mungkin bergabung dalam perjanjian itu sebagai negara non-senjata 

nuklir. Ini berarti menghormati perjanjian pengamanan komprehensif yang memaksa India 

membuka semua fasilitas nuklirnya (termasuk militer) untuk Badan Energi Atom Internasional 

(IAEA). Dengan demikian, New Delhi akan secara serius mempertimbangkan untuk menjadi 

anggota NPT hanya jika perjanjian itu diubah untuk memasukkan non-penandatangan seperti 

dirinya dengan cara yang mengakui senjata nuklirnya. 

Namun, pernyataan pemerintah baru-baru ini tampaknya menunjukkan bahwa New 

Delhi sedang mempertimbangkan kembali posisinya dalam perjanjian tersebut - sebuah diskusi 

yang sangat tepat waktu mengingat Konferensi Tinjauan NPT mendatang pada tahun 2010, di 

mana reformasi perjanjian untuk mengatasi masalah keamanan saat ini kemungkinan akan 
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menjadi topik pembahasan dan diskusi. Tanda pertama dari perubahan sikap India muncul 

sekitar setengah tahun yang lalu, ketika New Delhi secara resmi menanggapi Resolusi Dewan 

Keamanan PBB 1887, yang (antara lain) mendesak semua pihak non-negara untuk bergabung 

dengan NPT dan dengan demikian “menyebarluaskan” NPT. 

Menurut Gill, Wakil Tetap India untuk Konferensi Perlucutan Senjata, mengatakan 

kepada Majelis Umum PBB pada 12 Oktober bahwa “India telah mengesampingkan 
kemungkinan untuk bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) sebagai negara 

senjata non-nuklir tetapi mengatakan tetap "berkomitmen" untuk moratorium sukarela sepihak 

pada pengujian bahan peledak nuklir. Pertanyaan tentang India bergabung dengan NPT sebagai 

NNWS (negara senjata non-nuklir) tidak muncul”.9 

Memperhatikan bahwa India tidak berpartisipasi dalam negosiasi yang mengarah pada 

adopsi Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir, Mr. Gill berkata, akibatnya New Delhi tidak dapat 

menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, dan tidak akan terikat oleh salah satu dari perjanjian 

tersebut. kewajiban yang mungkin timbul darinya. “Seperti di masa lalu, India tetap siap untuk 
bekerja dengan para penandatangan perjanjian untuk kemajuan dalam forum multilateral dalam 

tujuan bersama penghapusan senjata nuklir secara global,” katanya. 

Mengacu pada uji coba rudal dan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, Mr. 

Gill mengatakan bahwa merupakan keprihatinan yang mendalam bahwa Pyongyang telah 

bertindak melanggar komitmen internasionalnya dan bertentangan dengan tujuan denuklirisasi 

semenanjung Korea. Dia meminta Korea Utara untuk menahan diri dari tindakan semacam itu 

yang berdampak buruk bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Mr. Gill juga mengatakan 

bahwa India tetap mengkhawatirkan proliferasi teknologi nuklir dan misil, yang berdampak 

buruk pada keamanan nasionalnya. “Masyarakat internasional harus mengambil sikap bersatu 
melawan mereka yang menikmati atau mengambil keuntungan dari hubungan proliferasi 

klandestin,” kata Mr. Gill. 

Kesimpulan 

 Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa penolakan India terhadap NPT 

terutama dimotivasi oleh perbedaan pandangan para pemimpinnya tentang senjata nuklir. 

Pertama, motivasi utama India untuk mengembangkan senjata nuklir adalah untuk mencapai 

keamanan nuklir. Namun, karena pembatasan yang ditempatkan pada kemampuan negara-

negara non-nuklir untuk memperoleh senjata nuklir oleh pakta non-proliferasi, India merasa 

sulit untuk mempertahankan keamanan nuklirnya. Kedua, India mengakui bahwa prestise 

nasional negara-negara berkemampuan nuklir tidak diperhitungkan oleh standar internasional 

yang diabadikan dalam NPT. India melanggar aturan NPT dengan melihat senjata nuklir 

sebagai tanda kekuatan pemerintah. Terakhir, karena politik dalam negeri memiliki pengaruh 

besar dalam membangun doktrin nuklir India, ini mempertimbangkan pembentukan senjata 
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nuklir sebagai senjata politik daripada senjata sebenarnya, yang tidak diterima oleh perspektif 

dalam NPT. Namun, India belum sepenuhnya menolak NPT dan telah mendukung tujuannya 

serta berpartisipasi dalam upaya internasional untuk mempromosikan perlucutan senjata dan 

non-proliferasi. 
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